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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 ayat 1 

menentukan: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Suatu pemerintahan desa sangat diperlukan seorang pemimpin yang dianggap 

mampu untuk mengambil suatu peranan yang sangat besar dalam memimpin 

pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat yang ada di 

desa dan diharapakan mampu untuk membina perekonomian yang berguna untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. 

Pemimpin desa tersebut disebut dengan kepala desa. Kepala desa langsung dipilih 

oleh dan dari masyarakat desa setempat. Masyarakat yang ingin menjadi kepala desa 

harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti wajib dan haruslah seorang 

warga negara Republik Indonesia dan berijazah pendidikan sekurang-kurangnya 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.  

Sebelum menjadi seorang kepala desa akan diadakan pemilihan kepala desa, calon 

dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai kepala desa periode selanjutnya. 

Kepala desa dapat dipilih dalam 3 (tiga) periode. Periode pertama dengan  masa jabatan 
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selama enam tahun, dan dapat dipilih kembali diperiode kedua dengan masa jabatan 

yang sama, kemudian dapat dipilih kembali pada periode ketiga. Hal ini mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 39 yang menjelaskan 

bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali pada masa jabatan secara 

beruturut-turut atau tidak secara berturut-turut.  

Kebijakan Pemilihan Kepala Desa menunjukkan bentuk kecil dari demokrasi yang 

ada di dalam pemerintahan Indonesia. Adanya pemilihan langsung dari masyarakat 

menunjukkan bahwa desa juga ambil bagian dari upaya mewujudkan demokrasi.  

Penyelenggaraan demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini dasarnya 

diatur oleh perundang-undangan tentang tata cara penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Desa. Pemilihan kepala desa juga diharapkan akan mampu memenuhi keinginan serta 

harapan masyarakat desa untuk bisa mengangkat calon yang dianggap lebih layak 

sebagai kepala desa diperiode selanjutnya. Pemilihan Kepala Desa atau yang biasa 

dikenal dengan Pilkades dianggap merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan 

pemerintahan modern dan demokratis.  

Adanya peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa berarti seluruh 

kegiatan atau rangkaian tahap-tahapan yang ada mulai dari pembentukan panitia 

pemilihan kepala desa sampai nanti ke pelantikan kepala desa yang terpilih memang 

sudah ada ketetapannya dan diharapkan akan berjalan sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan. Harapannya dengan adanya ketentuan tersebut proses pemilihan kepala 

desa akan berjalan lancar dan kondusif tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat, dan 

akan memenuhi rasa kepuasan masyarakat karena terpilihnya kepala desa yang mereka 

anggap mampu menjalankan roda pemerintahan, karena mereka berpartisipasi langsung 

dalam pemilihan.  
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Perihal Pemilihan Kepala Desa sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Kepala Desa, kemudian diperjelas oleh Peraturan Bupati Lahat 

Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa, dan 

Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala 

Desa. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lahat No 39 tahun 2015 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lahat 

Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 

Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa dengan 

pertimbangan bahwa Peraturan Bupati ini merupakan suatu produk hukum Kabupaten 

Lahat dan sesuai dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis, yakni di Desa Masam 

Bulau.  

Berdasarkan temuan di lapangan atau observasi awal diketahui bahwa Desa Masam 

Bulau Desa adalah desa yang tergolong kecil, di mana hanya terdiri dari 2 dusun saja 

dan terdiri dari 256 KK (Kartu Keluarga). Masyarakat menilai persaingan yang terjadi 

di Desa Masam Bulau ketat karena calon kepala desa berlomba-lomba untuk 

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Berikut adalah tabel daftar pemilih tetap 

(DPT) di Desa Masam Bulau:  

       Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Desa Masam Bulau  

No Nama Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Dusun I 195 179 374 

2 Dusun II 152 147 299 

 TOTAL   673 

                  Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa  
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Berdasarkan data yang ada, jumlah keseluruhan TPS di Desa Masam Bulau 

sebanyak 1 TPS dengan 673 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penentuan Jumlah 

DPT ini sudah sesuai dengan pengumuman DPT pada tanggal 4 September 2019 yang 

tertuang dalam tahapan-tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa serentak dalam 

Kabupaten Lahat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Gelombang III.  

Pada Desa Masam Bulau terdapat beberapa calon kepala desa dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

                  Tabel 2. Nama Calon Kepala Desa  

No Nama Calon Pendidikan  

1 Joni Hartono SLTA 

2 Taswin Dono SLTA 

3 Stanhar SMA 

4 Andra Apriansyah, S.Pd  Sarjana Pendidikan 

                  Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa  

Berdasarkan data di atas, calon Kepala Desa Masam Bulau berjumlah 4 (empat) 

orang dengan tamatan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau SMA (Sekolah 

Menengah Atas) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Joni Hartono, Taswin Dono, Stanhar.  

Tamatan S1 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Andra Apriansyah, S.Pd.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa terdapat 

masalah dalam Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam 

Bulau, yakni ada beberapa kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Bupati Lahat No 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa   

dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan  

Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala 

Desa. Masalah yang ditemukan adalah : 
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1. Pada proses pendaftaran bakal calon kepala desa, diketahui salah satu calon yang 

mencalonkan diri sebagai kepala desa belum memenuhi syarat sesuai dengan 

Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Lahat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan 

Kepala Desa, yakni pada pasal 13 (Terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap 

selama 1 (Satu) tahun berturut turut di desa yang bersangkutan). Saat penelitian 

awal, diketahui bahwa salah satu calon belum memenuhi syarat tersebut tetapi 

masih terdaftar oleh panitia pemilihan kepala desa 

2. Masih terdapat masyarakat Desa Masam Bulau yang tidak terdaftar menjadi Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) oleh panitia pemilihan sehingga masyarakat tidak bisa 

menyumbangkan hak pilihnya.  Pada bagian kampanye diketahui juga bahwa belum 

terlaksananya kampanye yang dimaksud pada Peraturan Bupati Lahat Nomor 39 

tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata cara Pemilihan Kepala Desa, yakni belum 

adanya tatap muka ataupun dialog terbuka di dalam ruangan maupun di luar ruang 

yang dititikberatkan pada peyampaian visi, misi, dan program kerja calon yang 

akan dilakukan. Kampanye hanya berjalan seadanya tanpa adanya pemaparan visi, 

misi, atau program apa yang akan dilakukan oleh para calon jika mereka terpilih 

menjadi kepala desa periode selanjutnya.   

Maka dari itu, berdasarkan adanya permasalahan yang ada dan ketidaksesuaian 

antara apa yang ingin dicapai membuat peneliti ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut; Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa 

di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat ?   

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat. 

  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari 2, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa pengetahuan 

mengenai pelaksanaan, tujuan dan manfaat dari Kebijakan Pemilihan Kepala Desa bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan bidang kajian 

Studi Implementasi Kebijakan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan 

wawasan mengenai Kebijakan Pemilihan Kepala Desa yang lebih luas bagi pihak-pihak 

pelaksana kebijakan dalam pembuatan suatu kebijakan yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 
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